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PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Pemekaran daerah merupakan suatu kebijakan pentimg menjadi
perhatian publik pada saat ini, menginggat bahwaegbaran daerah adalah suatu
kebijakan timbulnya Daerah Otonomi Baru (DOB) yamgmisahkan diri dari
Daerah Induk-nya (DI). Pemekaran daerah atau petokeem Daerah Otonomi Baru
ini, selain dimaksudkan sebagai sarana pendidil@iikpdi tingakat lokal, pada
dasarnya dimaksudkan pula untuk meningkatkan pesayapublik agar dapat
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyardRaerah Otonomi Baru akan
menjadi daerah baru yang terbentuk dan mengurualruangganya sendiri terlepas
dari kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Pantegn Daerah Induk.

Berbeda halnya pada massa orde baru, daerah satigatntuk mengurus
dan mengatur daerahnya sendiri. Pada saat itu,apgmd®emerintah Pusat sangat
besar dalam menentukan kebijakan yang ada di daeeh sarat dengan
otoritarianisme. Sistem pemerintahan yang ditenapd@ngat sentralistik dan tidak
memberi peluang untuk munculnya proses demokrasg y&ehat di masyarakat.

Pemeritah Daerah hanya dijadikan sebagai kepamjatey@gan dari Pemerintah

! Siswanto Sunarndjukum Pemerintahan Daerah di Indonegiakarta: Sinar Grafika,
2006), him. 15.

2 Ni'matul Huda,Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan desbematika
(Yogyakarta: Pustakan Pelajar, 2005), him. 45.



Pusat. Namun setelah adanya reformasi, kebijakag gangat sentralistik tersebut
tidak diberlakukan lagi. Daerah dalam hal ini dik@n kewenangan yang luas dalam
mengatur urusan-urusan dalam daerahnya sendiri nd@amgembangkan sumber
dayanya tanpa harus menunggu petuah-petuah daeripéah Pusat.

Akhir-akhir ini, Pemerintah dan DPR telah menyetuglikeluarkannya
undang-undang baru yang menjadi dasar adanya pé&wkbarDaerah Otonomi Baru.
Dalam undang-undang baru tersebut diatur pemekiarah dengan jumlah 1 (satu)
provinsi dan 4 (empat) kabupaten. Dengan jumlaetart menjadikan jumlah daerah
otonomi yang ada di Indonesia bertambah. Daeramoatopada saat ini berjumlah
34 provinsi, 402 kabupaten, dan 93 kota. Maka,raekaseluruhan daerah yang ada
di Indonesia pada saat ini berjumlah 529 daérah.

Selain itu, Pemerintah Pusat juga telah merampungk@and design
penataan daerah yang bertajuk Desain Besar PenBtaaah di Indonesia 2010-
2025. Proyek tersebut dimaksudkan agar daerahtdgarsg ada di Indonesia lebih
tertata dalam menjalankan otonomi daerah dan selzegan dalam melakukan
pemekaran daerah sampai tahun 2025. Pada tahwbugrglaerah otonomi di
Indonesia ditargetkan mencapai 589 daerah otonenmgah rincian 44 provinsi dan

545 kabupaten/kota.

% Djoko Sudantokobilema Otonomi DaerakiYogyakarta: Andi, 2003), him. 3

* http://ditien-otda.depdagri.go.id/, 13 Januari 2015.17

® Laporan Utama,Grand Design Penataan Daeraphada Warta BPK, edisi 4 vol. II, April
2012, him. 16.



Maksud dan tujuan dari pemekaran daerah di Indanakan berjalan
dengan baik apabila dikelola dan ditata dengan pal&. Banyaknya daerah yang
menginginkan pemekaran disebabkan karena daerahildib kewenagan yang luas
untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri.ilpdipandang dari kasat mata,
pemekaran daerah memang akan membawa suatu darapgkpgsitif dan akan
menjadikan birokrasi yang ada di daerah menjadhletudah dan berjalan secara
efisien.

Namun dalam kenyataannya, banyak daerah yang naenig&kgagalan.
Kegagalan tersebut disebabkan karena daerah téerdsdum mampu untuk
mengembangkan kemampuan dan potensi daerahnya aeasejahterahkan rakyat.
Dalam sudut pandang Pemerintah Pusat, kegagalaatb@tonomi Baru disebabkan
karena proses pembentukan Daerah Otonomi Baru aetarhelum memperhatikan
aspek teknis pemerintahan dan perilaku para pemygdea pemerintahan daerah
kurang berorientasi pada kepentingan masyafakat.

Dalam surat kabar harian kompas, Menteri Dalam Nef/dendagri),
Gamawan Fauzi mengatakan bahwa perilaku pemimpitaeliah belum berorientasi
pada masyarakat, karena orientasi pemimpin daemnayahuntuk mendapat jabatan di
DPRD dan di Pemerintahan. Dengan tegas Mendagriyatekan bahwa daerah
pemekaran yang mengalami kegagalan dalam mengsejaké® masyarakat dapat

dihapuskan dan digabungkan dengan Daerah lhduk.

® http://nasional.kompas.com/, 08 Februari 201344.0.
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Dari pernyataan di atas dapat diketahui pula basalah satu faktor yang
menyebabkan kegagalan pemekaran daerah adalalakatanya pemekaran daerah
bukan merupakan keinginan masyarakat setempatgidaim untuk memekarkan diri
tersebut dilatarbelakangi oleh keinginan elit-elitkal yang berambisi untuk
mendapatkan jabatan di daerah, baik dalam tatagrenntahan ataupun di lembaga
legislatif daerah (DPRD). Ambisi semacam itu mdrapkan posisi-posisi penting
dalam jajaran pemerintahan daerah tidak diisi a@edng-orang yang berkompeten
dan menjadikan program-program yang dilaksanakah &emerintah Pusat tidak
tepat sasarah.

Lebih lanjut Mendagri mengatakan bahwa 70% dari R@®&rah Otonom
Baru hasil dari pemekaran daerah mengalami kegag®dandagri menilai bahwa
pemekaran daerah yang telah dilakukan pada sabelmm memberikan hasil yang
memuaskan bagi kesejahteraan masyarakat. Pemealaeeah bukanlah suatu tujuan
melainkan suatu sarana untuk mensejahterahkantrdgameningkatkan pelayanan
publik.

Pada saat ini, kebijkan pemekaran daerah seakan+akajadi ancaman
karena banyak daerah yang mengalami kegagalan dadanjalankan otonomi daerah
atau membangun sistem desentralisasi di daerahkpeame Ada kalangan yang
memberikan rekomendasi kepada Pemerintah terkaierjai beberapa Daerah

Otonomi Baru hasil pemekaran. Pihak yang memberi&komendasi tersebut adalah

8 Ibid.,
® Ibid.,



Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang melakukan plessaan terhadap Daerah
Otonomi Baru. Setelah melakukan pemeriksaan, BPKnemekan beberapa
penemuan dan merekomendasikan kepada PemerintatDageah Otonomi Baru
harus segera dievaluasi dan dilakukan pembinaamdalemenuhi aspek-aspek pada
masa transisf’

Dampak pemekaran daerah tidak hanya berpengarahtipg#tat lokal yaitu
daearah pemekaran itu sendiri, namun berpengagetprhadap Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Dikatakan demikian karena dateetakukan pemekaran, daerah
pemekaran bukan hanya melibatkan Daerah Induk,imkela Pemerintah Pusat ikut
terlibat dalam menerapkan kebijakan ini. Terlelaidi Inengenai anggaran-anggaran
yang dikeluarkan untuk menunjang berjalannya pertaran baru di Daerah
Otonomi Baru tersebut.

Tidak sedikit dana yang dikeluarkan untuk membiaje&rah pemekaran,
karena selain daerah tersebut baru lahir, daerabbigt juga memerlukan bantuan
dana dalam menjalankan sektor-sektor pemerintalegrad Otonomi Baru. Oleh
karen itu, menurut Mendagri kebijakan pemekaramatagang dilakukan di Negara
Kesatuan Republik Indonesia ini perlu dikaji uldhg.

Terlepas dari itu semua, jika memperhatikan kempalinyataan yang
diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fawhwa 70% dari 205

daerah pemekaran mengalami kegagalan, maka ada |&§i%sisa dari daerah

10| aporan UtamaQp. cit.,him. 16.
1 Ibid.,



pemekaran tesebut mengalami keberhasilan atauhdperaekaran tersebut berhasil
dalam menjalankan otonomi daerah. Keberhasilaralagang memekarkan diri dari
Daerah Induk memang membutuhkan kerja keras olgapselemen yang ada di
daerah, baik itu yang ada di jajaran pemerintateeralh, lembaga legislatif daerah
maupun masyarakat setempat yang ikut mendukungléenya otonomi daerah.

Dari keterangan di atas, dapat dipahami bahwa tidakua daerah
pemekaran mengalami kegagalan. Daerah-daerah yasmggatami keberhasilan
dalam menjalankan otonomi daerah dapat dijadikéti lnahwa daerah pemekaran
akan berjalan efektif dan dapat memberikan manjaag besar bagi masyarakat
apabila dikelola dengan baik. Oleh karena itu assgek yang menjadikan daerah
pemekaran atau Daerah Otonomi Baru berhasil dalamatankan Otonomi Daerah
perlu untuk dibahas lebih lanjut agar Daerah Otand&@aru lain yang baru
dimekarkan dapat mempelajari kebijakan-kebijakan ngya diambil untuk
mensejahterakan dan memberikan pelayanan yandpagiknasayrakat.

Salah satu aspek yang dapat dijadikan parameteaamdahenentukan
keberhasilan suatu daerah dalam menjalankan Otobamiiah adalah aspek dalam
bidang pendidikan. Bidang pendidikan merupakan efegang sangat penting dalam
suatu negara. Dengan pendidikan suatu negara akpat dnaju dan dapat
mencerdaskan sumber daya manusia yang mendiamranégaebut. Pendidikan

yang maju, baik itu pendidikan formal ataupun pdik@din non-formal, akan



mempengaruhi pada peningkatan kecerdasan dan deuabngs¥. Dengan
meningkatnya pendidikan, maka sumber daya yandikinya dapat dimanfaatakan
dan digunakan untuk mensejahterahkan masyarakat.

Di negara-negara maju, bidang pendidikan mendagrétapan yang serius,
karena manfaat yang didapatkan dari mutu pendidigkag berkualitas sangat besar
sekali. Perhatian yang serius tersebut ditunjuktangan memberikan pendanaan
yang besar terhadap pendidikan. Salah satu corgghra maju yang memberikan
pendanaan yang besar dalam bidang pendidikan alalgdra Amerika Serikat (AS).

Di Amerika Serikat, urusan pendidikan diserahkapakia komite sekolah
yang ada di setiap kota/kabupaten di setiap ndgagan. Komite sekolah bertugas
untuk mengatur segala urusan yang berkaitan depegadidikan. Pendanaan untuk
bidang pendidikan didapatkan dari kekayaan penarirkota/kabupaten. Jumlah
yang diberikan tidak sedikit, yaitu sebesar 60%i datal kekayaan pemerintah
kota/kabupaten disalurkan dalam bidang pendidil&elain itu, pendanaan untuk
pendidikan tersebut tidak hanya didapatkan daraka&n pemerintah kota/kabupaten
saja, melainkan pemerintah negara bagian dan paiaermegara federal juga ikut
menyalurkan dana pendidikan tersebut. Jumlah yahbgrikan oleh pemerintah
negara bagian adalah sebesar 40% dari total ketkayaaSedangkan pemerintah

federal memberikan 10% dari total kekayaaHyBengan demikian dapat diketahui

12 http://ganesha-operation.com /, 08 Februari 2023,6
13 http:// Ihakimsidik.blogspot.com/, 08 Februari 3017.08



bahwa pendidikan di negara maju dalam hal ini AkgeBerikat memberikan tempat
atau posisi yang sangat penting untuk meningkatan @umber Daya Manusia.

Tidak terkecuali di Indonesia, peran pendidikangyaangat strategis dalam
mencerdaskan bangsa tesebut, menjadi perhatiansgng pula bagi Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah. Perhatian Pemerintsdt Ban Pemerintah Daerah
dalam memajukan pendidikan terlihat dari anggarangydiberikan dalam bidang
pendidikan sangat banyak. Pada putusan MahkamaktiKei Nomor 13/PUU-VI |
2008, menyebutkan bahwa pemerintah harus menyediakagaran pendidikan
sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBikuntemenuhi kebutuhan
penyelenggaraan pendidikan nasiofiaPemberian anggaran sebesar itu ditujukan
agar bidang pendidikan di Indonesia dapat meningleat memajukan martabat
bangsa.

Bidang pendidikan merupakan salah satu kewajibag gaa dalam otonomi
daerah. Daerah diberikan kewenangan untuk menikghkamutu dalam bidang
pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun ZD@dtang Pemerintahan
Daerah disebutkan bahwa salah satu kewajiban daelain menjalankan otonomi
daerah adalah meningkatkan pelayanan dasar peawidiXari kewajiban tersebut
membawa konsekuensi bahwa sektor pendidikan dikelah diatur oleh daerah.

Besarnya perhatian Pemerintah Pusat ataupun Peé¢aterDaerah dan
bahkan masyarakat dalam bidang pendidikan menjadgendidikan merupakan

suatu hal yang perlu untuk ditindak lanjuti. Tindakjut tersebut dimaksudkan untuk

' http://www.anggaran.depkeu.go.id/, 09 Februari®@1.23



melihat lebih dalam fungsi dan peran pendidikanamial meningkatkan dan
memajukan Sumber Daya Manusia di Indonesia. Kadargan demikian, maka
akan dapat diketahui sejauh mana peran pendidikatamd meningkatkan
pembangunan di Indonesia pada umumnya dan di dkketslisnya.

Secara kuantitas, pada dasarnya Daerah Otonomi Basil pemekaran
banyak yang mengalami kegagalan. Daerah-daerahkpeametersebut gagal karena
tidak dapat mengembangkan potensi daerahnya atanpogalami banyak masalah
internal sehingga Daerah Otonomi Baru tidak dapgaltan efektif. Daerah Otonomi
Baru yang belum berhasil dalam menjalankan otordaarah tersebut berakibat pula
pada kemerosotan mutu bidang pendidikan yang adaedah.

Berbeda halnya dengan daerah pemekaran yang bethlasn menjalankan
otonomi daerah. Daerah pemekaran yang berhasil nfaatkan kebijakan
pemekaran daerah ini menjadikan daerah tersebudt dagysaing dengan Daerah
Induk atau dengan daerah lainnya yang maju. Dagaaly berhasil menjalankan
otonomi daerah akan membawa dampak yang posiaihé&itanan negara kesatuan.
Karena dengan keberhasilan daerah pemekaran dadgmalankan otonomi daerah,
maka sektor pendidikan juga ikut berhasil sertayanrakat yang tinggal di daerah
tersebut dapat merasakan manfaat yang sangat banyak

Di antara daerah yang dapat dikatakan berhasibhdaberah Kabupaten
Sumbawa Barat. Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yaag sering disingkat
dengan KSB merupakan daerah pemekaran dari Daedak Kabupaten Sumbawa.

Hipotesa awal tentang Daerah Otonomi Baru, KabwpaBmbawa Barat,



menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur yarsg cdaddaerah ini meningkat
dan berkembang pesat. Sedangkan dalam bidang pendidiaerah Kabupaten
Sumbawa Barat juga mengalami peningkatan. Padadeefi005-2010 APS (Angka
Partisipasi Sekolah) Kabupaten Sumbawa Barat mamg&enaikan. Selain itu pula,
pada tahun 2010, angka menunjukkan bahwa sebarlydlk ersen dari seluruh
penduduk usia 10 tahun ke atas di Kabupaten SumiBavat, telah mampu
membaca dan menulfis.

Dalam Peraturan Bupati nomor 11 tahun 2006 telatudibahwa untuk
mendukung pemerataan akses pelayanan pendidikdalmipaten Sumbawa Barat
maka dilakukan pemberian subsidi yang maksimal gtatis dalam penyelenggaraan
pendidikan, mulai dari tingakat TK/RA hingga tingi&LTA. Selain itu pada tingkat
pendidikan tinggi diberikan juga subsidi sejak @l2007 sesuai dengan peraturan
Bupati Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pemberian Suls$H kepada Mahasiswa S1
dan S2. Peraturan tersebut disempurnakan kembajadePeraturan Bupati Nomor 3
Tahun 2008°

Kebijakan yang diambil untuk mengatur bidang peikdid di Kabupaten
Sumbawa Barat dengan mengeluarkan Peraturan Bupatijadikan bidang
pendidikan di daerah tersebut mengalami peningkdéajat. Peningkatan tersebut

dapat dilihat dari meningkatnya nilai APK/APM padaasing-masing

15 http://sumbawabaratkab.go.id/, 09 Februari 203304
16 H
Ibid.,
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jenjang pendidikan serta "menjamurnya” lembaga igéwh baik tingkat menengah
maupun pendidikan tinggi di Kabupaten Sumbawa Bérat

Kabupaten Sumbawa Barat memiliki Sumber Daya AIS8DA) yang dapat
dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan malsyia Sumer Daya Alam
tersebut terbagi ke beberapa aspek, yaitu aspddelparan, pertanian, peternakan
dan perikana’® Selain itu, ada pula tambang emas yang dikelah BIT. Newmont
Nusa Tenggara. Tambang emas tersebut berada dnidema Maluk. Semua Sumber
Daya Alam yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat digam untuk menunjang
kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat.

Pada dasarnya, terdapat banyak hal yang menarnik whjadikan contoh
sebagai daerah pemekaran yang berhasil di Kabugtembawa Barat. Dengan
menunjukkan beberapa peningkatan yang ada di dasmesebut menjadikan
Kabupaten Sumbawa Barat menarik untuk dikaji lebéndalam. Sehingga langkah-
langkah yang diambil dalam menjalankan otonomi alaedalam hal ini bidang
pendidikan, dapat menjadi contoh untuk daerah-tagag lain.

Dengan adanya Daerah Otonomi Baru yang berhasdndahengambil
kebijakan di bidang pendidikan, menjadikan pemekataerah bukanlah suatu hal
yang harus dihindari. Pemekaran daerah akan mé&ajadsuatu daerah menjadi
otonom dan memiliki kewenangan yang luas untuk mejahserahkan masyarakat.

Oleh karena itu maka tujuan negara pada saat lrdigse negaravelfare stateakan

7 hid.,
18 pid.,
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dapat terwujud, yaitu negara ikut berperan dan abggung jawab melalui

kebijakannya dalam meningkatkan kesejahteraan maeta’

B. Rumusan M asalah
Penelitian ini berusaha untuk melihat permasalala@nah pemekaran dalam
bidang pendidikan secara mendalam dengan mengainek penelitian di Daerah
Kabupaten Sumbawa Barat. Berdasarkan uraian latakdng masalah di atas, dapat
dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:
1. Apa langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintalbuf@aten Sumbawa
Barat dalam memajukan sistem pendidikan setelalekaran?
2. Bagaimana efektivitas penyelenggaraan otonomi Haefalam bidang

pendidikan di Kabupaten Sumbawa Barat setelah paraeR

C. Tujuan Pendlitian
Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, makantyang hendak
dicapai dalam penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui dan memahami langkah-langkah yaiagnbil oleh
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam memagistam pendidikan

setelah pemekaran.

19 Siswanto Sunarn@®p. cit.,him. 25.
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2. Untuk mengetahui dan memahami efektivitas penygaragan otonomi

daerah dalam bidang pendidikan di Kabupaten SumiBzanet.

D. Tinjauan Pustaka

1. Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan Republik | ndonesia

Otonomi Daerah pada dekade terakhir ini merupakatushal yang sangat
penting, mengingat Indonesia adalah suatu negaauan yang terbagi ke beberapa
daerah-daerah yang ada dibawahnya. Negara IndortEsigan semboyannya
Bhinneka Tunggal lka, menunjukkan bahwa Indonedalad negara kesatuan yang
memiliki perbedaan dalam faktor-faktor geografiswwuan masyarakat, ikatan-ikatan
keagamaan, kebudayaan, adat istiadat, politiki ddia tingkat perekonomian yang
berbeda-beda, yang menjadikan Indonesia sesuaiadesigterm DesentralisdSi.
Adanya perbedaan tersebut menjadikan negara kesakaga akan budaya nasional.
Sedangkan kebhinnekaan tersebut tidak cukup tadpaya ketunggal-ikaan. Sifat
tunggal ika menunjukkan adanya tujuan yang sanmendalembangun negara bangsa
walaupun terdapat perbedaan di dalam negara b&ergsaut.

Sifat ketunggal-ikaan dalam bernegara tidak ser&atanmengharuskan
sebuah sistem pemerintahan harus disamakan satu laam Karena seperti yang
telah dikemukakan diatas, bahwa Negara KesaturgrulRk Indonesia ini terdiri

dari beberapa daerah yang berbeda satu sama lkanmy menunjukkan bahwa

20 Dann Sugandh&fasalah Otonomi Serta Hubungan Antara PemerintabaPdan
Daerah Di IndonesigBandung: Sinar Baru, 1981), him. 3.
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perbedaan tersebut berimplikasi pula pada tataemggmbilan kebijakan yang
berbeda.

Oleh sebab itu perhatian khusus perlu diberikanatepdaerah dalam
mengambil kebijakan, karena mengingat satu sanmadangat berbeda. Otonomi
daerah yang hadir ditengah keberagaman daerah me@mbagin segar untuk
merumuskan suatu pemerintahan daerah yang baik disesuaikan dengan
kepentingan masing-masing daerah.

Bagir Mannan menjelaskan, seperti yang dikutip Muléddaw?' bahwa
sendi demokrasi, sendi negara hukum, dan sendiradgessatuan, tidak hanya
terdapat di pemerintahan pusat, melainkan jugapetddi pemerintahan daerah yang
diberi kewenangan untuk mengurus dan mengatur rdamgganya sendiri.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pembentukan daerahash didasarkan pada
4 (empat) tuntutan, yaitu tuntutan hukum, tuntutegara kesejahteraan, tuntutan
demokrasi, dan tuntutan kebhinnekdad. (empat) tuntutan tersebut, menunjukkan
bahwa Otonomi Daerah adalah suatu keharusan dafmkup Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Pemberian hak otonomi, mengditaerah dapat mengurus dan
mengatur daerahnya sendiri tanpa harus dikekartg Pégnerintah Pusat. Otonomi
daerah juga akan dapat menjadikan terjadinya pearb&gkuasaan dan pemencaran
kekuasaan, meningkatnya kesejahteraan dalam mk&ayatarciptanya demokrasi

yang menghendaki partisipasi daerah otonom, daa @lapat mengakomodir dan

2 Murtir JeddawiPro Kontra Pemekaran Daerah (Analisis Empirf¥pgyakarta: Total
Media, 2009), him. 1.
“bid.
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mewadahi semua kepentingan elemen bangsa yandipliaam negara kesatu&n.
Pada perkembangannya, Otonomi Daerah dapat meajadi&kerah mandiri dengan
memanafaatkan sumber daya yang ada di daerah.

Apabila dilihat dari sejarahnya, para founding éattmegara ini sudah
merumuskan pembentukan negara yang terbagi daerdged daerah dibawahnya.
Artinya para founding father sudah merumuskan sejak adanya pembentukan
daerah yang menjadi kaki bawah dari Negara Kes&e@ublik Indonesia.

Muhammad Yamin dalam sidang BPUPKI tanggal 29 M@45l telah
menjelaskan bahwa Pemerintahan Daerah dijadikaamé&ngah untuk menjalankan
pemerintahan urusan dalam, pangreh praja, antamaerpgahan bagian atas
(Pemerintah Pusat), dengan pemerintahan bagianhb@Megeri, Desa, dan segala
persekutuan hukum adaf)Penjelasan Muhammad Yamin dalam sidang BPUPKI ini
menjadi langkah awal untuk membentuk suatu negamgah daerah-daerah yang ada
di bawahnya.

Selain Muhammad Yamin, Soepomo sebagai Ketua Bafétil Perancang
Undang-Undang Dasar dalam sidang BPUPKI tanggduli5L945 juga menjelaskan
bahwa tidak ada negara di bawah negara, yang adglbh daerah dan bentuk
pemerintahan daerah tersebut ditetapkan dengamgsdiadand

Dari penjelasan dua tokoh pendiri bangsa tersebeaigindikasikan bahwa

Pemerintah Daerah sudah sejak awal dipersiapkark nmélaksanakan pemerintahan

23 H

Ibid.,hIm. 2.
4 Ni'matul Huda,Hukum Tata Negara Indonesidakarta: Rajawali Pers, 2012), him. 301.
*Ibid.,him. 303.
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yang ada di daerah. Pemerintahan daerah merupaiedn kebutuhan yang harus
dijalankan di Negara Kesaturan Republik IndoneBengan mengingat pentingnya
pemerintahan di daerah, maka panitia persiapan rklelk@an mencanangkan adanya
pasal tentang pemerintahan daerah dalam Undangrgridiasar 1945.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 (yang sudah di aenagnl), peraturan
tentang pemerintahan daerah menurut asas otonkatidatur dalam pasal 18 UUD
1945. Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 menjelaskan bghewaeritah daerah provinsi,
Daerah Kabupaten, dan kota mengatur dan mengunaSrisarusan pemerintahan
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dari penjelasan ayat tersebut menyebutkan bahweallakalam lingukup
Negara Kesatuan Republik Indonesia diberi kewenangéuk menjalankan Otonomi
Daerah. Sedangkan dalam pasal 18 ayat (5) UndadgrgnDasar 1945 menjelaskan
bahwa daerah dijamin untuk menjalankan otonomi yaelgas-luasnya. Dengan
kebijakan seperti ini, daerah berwenang untuk mengkn mengurus segala urusan
pemerintahan yang ada dalam daerah kewenangantaia dengan urusan yang
menjadi urusan Pemerintah Pusat. Kewenangan yaggtsias ini dapat membantu
daerah untuk terus berkembang dan menjadikan dameatdiri dari segala aspek
sumber daya.

Dalam perkembangannya, pemerintahan daerah sualain dalam beberapa
peraturan perundang-undangan. Beberapa Undang-gndgang mengatur
pemerintahan daerah tersebut adalah Undang-UndangpiN5 Tahun 1974 Tentang

Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (UU No. 5/19@#idang-Undang Nomor 22
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Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (UU No.922)]1 dan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah NOU32/2004). Undang-
Undang terakhir ini merupakan revisi dari UU No/1299.

Adanya Undang-Undang organik ini menjadikan Oton@aerah dengan
sistem desentraslisasi suatu hal yang sangat pewinnegara ini. Sedangkan
pengertian dari desentralisasi ini, Joeniarto naskan, seperti yang dikutip oleh
Ni‘matul Huda?® mengungkapkan bahwa Desentralisasi adalah meraberik
wewenang dari pemerintah Negara kepada pemerioted Lntuk mengatur dan
mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumahaayggendiri.

Pada dasarnya, setiap Undang-Undang organik yaeputkan diatas sudah
mengandung asas desentralisasi. Namun dalam pedeksaya, asas ini tidak serta
merta dapat diimplementasikan dengan baik olehbpejaublik. Seperti halnya
dalam pasal 7 UU No. 5/1974, menjelaskan bahwaataserhak, berwewenang dan
berkewajiban untuk mengatur dan mengurus rumalgtang sendiri sesuai dengan
peraturan perundang-perundangan yang berlaku. Rasabut memuat pengertian
tentang Otonomi Daerah, yang dalam artian bahwaabamemiliki hak untuk
mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya isendir

Namun dalam prakteknya, Pemerintah Pusat menjddi $sndungan bagi

Pemerintah Daerah dalam mengambil keputusan. K&eneerintah Pusat pada saat

28hid. ,him. 329.
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itu membangun sistem politik dan ekonomi yang strggntralistis! Hal ini
dianggap wajar, karena semua pembiayaan di daerabdb dari Pemerintah Pusat.

Adanya reformasi pada tahun 1998, menjadikan petaérimemperbaharui
Undang-Undang pemeritahan daerah. Pada era inindAdadang No. 5 Tahun 1974
Tentang Pokok-Pokok Pemeritahan di Daerah digamgdn Undang-Undang No. 22
Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Adanyabgean ini memberikan
kewenangan yang luas bagi daerah untuk mengatumaangurus sendiri rumah
tangganya tanpa harus meminta persetujuan pusét.oltenomi yang diberikan
kepada daerah dengan seluas-luasnya ini membedéapak yang baru terhadap
pemerintahan daerah. Beberapa daerah seakan-akgadmeegara yang berdiri
sendiri, tanpa harus menunggu kebijakan dari Pata¢riPusat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang daméwpakan bagian
dari pemerintahan daerah, setelah adanya UndangrignNo. 22 Tahun 1999 ini
menjadi badan legislatif daerah yang terpisah badan eksekutif daerdh.Tugas
dari badan legislatif daerah ini adalah memilih &apdaerah yang sesuai dengan
aspirasi masyarakat di daerah, dan meminta pemagg@awaban kepala daerah dari
program yang telah dilakukan.

Lebih lanjut dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undaing 22 Tahun 1999 ini
menjelaskan bahwa daerah-daerah yang ada merugdakash yang berdiri sendiri-

sendiri dan tidak mempunyai hierarki satu sama laitinya antara Daerah Propinsi

ZIbid. ,him. 355.
Zhid. ,him. 361.

18



dengan Daerah Kabupaten tidak terdapat hierarkepatahan atau kabupaten bukan
merupakan subordinasi provir$i.Semua daerah tersebut sejajar. Bupati sebagai
kepala daerah tidak perlu menunggu instruksi darbeBnur dalam menjalankan
pemerintahan di daerah, walaupun Gubernur sebagpal& wilayah di daerah
tersebut.

Adanya kebijakan semacam ini, menjadikan Guberrmakt mempunyai
kewenangan sama sekali dalam mengatur daerah-gadeath akibatnya para
pemimpin daerah tidak akan mematuhi perintah danbeBhur karena antara
Gubernur dan Bupati tidak terdapat garis instruksi.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang PemRentaDaerah
memicu konflikhorizontal yaitu konflik antara Pemerintah Provinsi dan Peémbeh
Kabupaten/Kota. Ini disebabkan karena Pemerintabupaten/Kota menganggap
bahwa tidak ada hierarki antara pemerintah regifmdernur) dan pemerintah lokal
(bupati/wali kota), sehingga pada tahap implemeéntdsdang-Undang ini,
Bupati/Wali Kota tidak perlu meminta persetujuam €zubernur, yang menyebabkan
arogansi Bupati/Wali Kota dalam mengambil kebijakarena tidak mendapat sanksi
apapun dari Gubernur apabila tidak meminta pensaturya’’

Selanjutnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 direlés digantikan
dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalamakmpdndang yang baru

ini menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dalam psTggaraan urusan

29 Djoko SudantokoDilema Otonomi DaerakiYogyakarta: Andi, 2003), him. 23.
30 http://fh.wisnuwardhana.ac.id/index.php/29 Noveni@l2, 07.22.
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pemerintahan memiliki hubungan dengan PemerintafatRdan dengan Pemerintah
Daerah lainnyd" Ini berarti bahwa Undang-Undang baru ini tidakesépUndang-
Undang No. 22 Tahun 1999, yang menganggap antamseridéah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota sejajar dan tidak tetdaphungan apapun. Dengan
adanya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menjadikameRntah Propinsi dapat
memberikan andil terhadap masyarakat yang adalayatinya.

Selain adanya kebijakan yang ada di atas, adanyabgigan Undang-
Undang ini menuntut Pemerintah Daerah untuk leb#gmaksimalkan kinerjanya
sehingga dapat mensejahterahkan rakyatnya. Perapgandang-undangan yang
ada sebenarnya telah mengatur asas desentralisagi mengakomodir semua
kepentingan masyarakat yang ada di daerah-daegdtijakan semacam ini dianggap
sesuai untuk dapat memberikan hak kepada masyarahkgtada di daerah sehingga
dapat meningkatkan kesejahteraan dalam lingkup fdedéesatuan Republik
Indonesia.

Namun disadari oleh beberapa daerah masih banyakldgang tidak dapat
untuk memenuhi standar minimum layanan kepada masyta Padahal isu yang
selalu diusung adanya pemekaran daerah atau parkbentlaerah otonom baru
adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakaurNkemyataanya, dari hasil

pemeriksaan BPK terhadap daerah pemekaran, masyalbalaerah yang belum

$INi'matul Huda,Hukum..... op.cithlm. 362.
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dapat memberikan pelayanan yang maksimal terhadepald’ Ketidakmampuan
daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyayakatrmengindikasikan bahwa
tidak semua daerah dapat melaksanakan Otonomi [Dad¥agan baik. Bahkan
banyak daerah-daerah yang justru mengalami kemandsetelah diberikan hak
Otonomi Daerah.

Fenomena semacam ini, harus menjadi sebuah refbegi Pemerintah
Pusat dalam memberikan hak Otonomi Daerah yangtbdradap daerah pemekaran,
karena tidak semua daerah pemekaran dapat mel&ksakebijakan ini dengan baik.

2. Perkembangan Sistem Desentralisasi di Indonesia

Indonesia sebagai megara kesatuan merupakan kumpiala beberapa
daerah yang berbeda suku bangsa, agama, ras danDetlam perbedaan ini sudah
tentunya segala kebijakan yang diberikan kepadaabagertentu tidak dapat
disamakan satu sama lain. Perbedaan ini merupakatakbkebhinnekaan yang ada
di Indonesia. Adanya perbedaan ini merupakan sesymtg harus dibanggakan
karena perbedaan suku bangsa, agama, ras dannetnipakan suatu kekayaan
tersendiri bagi Indonesia.

Pembentukan daerah-daerah oleh para pendiri basgjs& negara ini
dilahirkan merupakan suatu kebijakan yang sangstiasedengan bentuk Negara
Indonesia. Mengingat Indonesia adalah negara yayg kkan suku bangsa yang

berbeda-beda. Daerah-daerah tersebut diberikarotfoalomi untuk dapat megatur

%2 Hasan Bisri, Aspek Politik Pemekaran Daerah Sangat Kenthgsil wawancara pada
Warta BPK, edisi 4 vol. Il, April 2012, him. 20.
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dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan p&nb&tonomi Daerah
menjadikan daerah dapat memberikan kebijakan yamgeswhikan dengan
kepentingan masyarakat-masayarakat yang ada dialdae&ehingga walaupun
Indonesia berbeda-beda suku bangsa dan etnis, rdgegaberian Otonomi Daerah
menjadikan daerah dapat berkembang dengan baik ddpat mensejahterakan
masyarakatnya dengan kebijakan lokal yang ada dga pelayanan terhadap
masayarakat lebih dapat diintensifkan.

Otonomi Daerah pada awalnya sudah pernah dilakoletn pemerintahan
Hindia Belandd? Kebijakan semacam ini sudah mulai diperdebatkatte gahun
1880 yaitu perdebatan tentang perlunya desentaligamerintahan di Daerah
Jajahan Hindia Belanda. Desentralisasi ini banyiakadakan oleh anggota Dewan
Rakyat Tweede Kame¢ryang didukung pula oleh kaum swasta Belanda yang
bergerak dibidang perkebunan. Ide desentralisasianyak didorong oleh tuntutan
dari daerah-daerah yang mempunyai variasi sifaensg identitas dan kelokalan
yang berbeda-beda untuk memperoleh kewenangansfaihgoesar.

Adanya dorongan untuk menjadikan daerah memiliki G@nomi ini baru
terealisasi pada tanggal 23 Juli 1903 dengan maoyaulUndang-Undang yang
memungkinkan adanya desentralisasi. Namun ide ttaeasi yang mulai tertata ini
mengalami kemunduran sejak masuknya militer Jepanignah air. Militer Jepang

pada saat itu menjadikan pemerintahannya terpusala psatu pemerintahan

#Murtir JeddawiPro Kontra..... op.cithlm. 87.
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(sentralistis)’ Pemerintahan semacam ini pula mempengaruhi pemizent
Undang-Undang Dasar 1945 pada masa awal kemerdeRahimgga tidak heran,
banyak dari kebijkan-kebijakan pada awal kemerdekaag bersifat sentralistik.

Ketika pemerintahan Militer Jepang tidak berpenbdagi terhadap Negara
Indonesia, para pendiri bangsa dapat berfikir fermntuk mencanangkan adanya
desentralisasi di tingkat daerah. Namun pemerintgteang sentralistis tidak dapat
dijauhkan dari setiap rezim yang pernah berkuasgrdih air. Pemerintahan orde
lama, misalnya pada saat Soekarno menjabat sePeggtlen menjadikan demokrasi
yang ada di Indonesia sebagai Demokrasi Terpimjpnplikasi dari Demokrasi
Terpimpin ini adalah menjadikan segala keputusapusat pada Presiden. Hawa
Demokrasi Terpimpin ini tidak lepas dari sifat salistiknya®®> Sehingga daerah-
daerah menjadi tidak dapat berkembang dengan adabjjakan semacam ini.

Setelah jatuhnya rezim orde lama dan digantikargaemezim orde baru
yang dipimpin oleh Soeharto sebagai presiden, pataban sentralistik ini tidak
serta merta hilang. Dalam Undang-Undang yang diggiken pada saat orde baru
memang memuat tentang desentralisasi, hamun padatkanya sifat sentralistis
tidak dapat dihindari. Ini terbukti dari semua kakan pada masa orde baru harus
mendapatkan persetujuan pusat.

Setelah runtuhnya orde baru yang ditandai dengambakan politik yang

sangat besar pada tahun 1998, menjadikan daerath mehuntut hak-haknya yang

41 bid.
3%bid. ,him. 88.
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merasa kurang diperhatikan pada masa orde baruutdanyang diajukan oleh
masayarakat adalah tuntutan perubahan dalam hubgogat-daerah, termasuk pula
tuntutan untuk memberikan akses daerah yang leb#arbagar dapat menikmati
Sumber Daya Alam daerah melalui kebijakan Otonoeef@h yang seluas-luasnya.
Selain itu, ada juga yang menuntut untuk merubaftulienegara ke bentuk negara
federal, dan ingin memisahkan diri menjadi negaesdeka’®

Pada masa awal reformasi ini, banyak melahirkanadgdJndang baru,
tidak terkecuali Undang-Undang pemerintahan dagasly menggantikan peraturan
perundang-udangan sebelumnya yang cenderung ssigrahenuju ke peraturan
perundang-undangan yang menganut sistem desesdralis

Dari banyaknya perubahan yang mengatur tentangrpgatean daerah ini,
menunjukkan bahwa pemerintahan daerah merupakam sabpenting yang ada di
negara ini. Selain itu adanya perubahan dari sisfamg sentralistis ke sistem
desentralisasi menunjukkan bahwa pada masa refoimasnakna kebhinnekaan
lebih di tunjukkan daripada makna ketunggal-lkaamtinya dalam pelaksanaan
Otonomi Daerah dengan asas desentralisasi menamus&hwa pemerintah lebih
memprioritaskan pada perbedaan-perbedaan yandatala Negara ini, bukan pada
satu tujuan yang dianggapa sama. Berbeda halnyka keistem sentralistis yang
menjadi bagian dari pemerintahan menjadikan petarilebih menunjukkan makna
ketunggal-lkaan, yaitu pemerintah lebih menunjukkaa tujuan yang satu, yang

dianggap sama pada semua masyarakat di daerah.

% Ni'matul Huda,Hukum..... op.citalm. 357.
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Dari beberapa penelitian yang ada sebelumnya mekkan bahwa selama
reformasi, dalam menjalankan Otonomi Daerah inmdapat dampak positif yang
ditimbulkan yaitu®’

1. Berkembangnya prinsip demokrasi, partisipasi, dabpekasan mencuat ke
permukaan.

2. Adanya daerah otonomi baru menyebabkan berkembanmyisastruktur,
seperti gedung pemerintahan, jalan, puskesmadasekodan lain-lain.

3. Pelayanan menjadi lebih dekat terutama di bidateypaan pemerintahan.

4. ldentitas  sosial-politik lokal memiliki kesempataruntuk diakui
eksistensinya.

Dengan adanya dampak positif dari pemekaran daatabpun adanya
daerah otonomi baru ini, menyebabkan kita menghiamyin baru dalam
menyongsong kebijakan Otonomi Daerah kedepannydauplan terdapat beberapa
dampak positif dari adanya daerah otonomi baru,umadh sisi lain sejumlah masalah
juga muncul dan semakin lama menjadi semakin bdé3alperapa masalah yang
mungkin akan timbul setelah terjadinya pemekaragrata atau otonomi baru ini
adalah®®

1. Kentalnya warna kedaerahan di dalam semua prosesbidang sosial,

politik, budaya, dan ekonomi.

$"Murtir JeddawiPro Kontra..... op.cithlm. 89.
Bbid.
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2. Banyaknya daerah otonomi baru yang muncul menyebatinbulnya
konflik kepentingan antara elite lokal, sehinggang@ababkan konflik pula
antar massa masing-masing pendukung.

3. Ketidakjelasan relasi antar fungsi dalam sistemgrartahan pusat dengan
daerah dan antar daerah. Selain itu juga timbukstidakjelasan peran
Gubernur dalam mengordinasikan dan mensinergikaarjei antar kepala
daerah yang ada dibawahnya.

4. Pertentangan antar wilayah, bahkan antar desa,k umemperebutkan
Sumber Daya Alam menjadi sangat tidak rasional.

5. Persaingan antara eksekutif dan legislatif pagadatiokal dan juga bahkan
pada tataran nasional.

6. Banyaknya peraturan daerah yang bertentangan skmaeakis dan tidak
memenuhi kaidah-kaidah hukum.

Dari banyaknya dampak positif dan juga negatif daanya pemekaran ini
tidak menjadikan sistem Otonomi Daerah harus ddémgikan. Karena susasana
dalam Otonomi Daerah sudah sesuai dengan keadasayanakat Indonesia yang
berada dalam lingkup Negara Kesatuan Republik lesian Walaupun banyak
pendapat, persoalan, persepsi diantara kelompaketi® legislatif, dan tokoh-tokoh
masyarakat, dan juga adanya perseturuan antaré garsadaerah atau perseturuan

antara kabupaten dan provinsi, tidak menjadikaraekieyan hilang bahwa Otonomi
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Daerah merupakan alternatif terbaik untuk mempeatcg@embangunan, mengatasi
kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan makadraaerati’

Yang harus menjadi perhatian adalah tata cara dp&aksanaan Otonomi
Daerah ini dalam daerah pemekaran, karena banyakdderah pemekaran yang
menimbulkan masalah. Dengan mengetahui dampakifpdait negatif dari suatu
daerah pemekaran dalam menjalankan sistem OtonaeriaD, maka perlu kiranya
untuk memaksimalkan dampak positif dan meminimalkzahkan menghapus

dampak negatif dari sistem Otonomi Daerah tersebut.

3. Keefektifan Pemekaran Daerah

Seperti yang telah diketahui, bahwa adanya Otoribagrah merupakan
suatu kebijakan untuk menciptakan kesejahteraagatalOtonomi yang seluas-
luasnya, nyata dan bertanggung jawab merupakarekoassi bagi Negara untuk
menerapkan kebijakan ini di daerah-daerah. Telkétalui pula bahwa banyak dari
daerah-daerah yang menjalankan Otonomi Daerahnamun tidak memberikan
perkembangan yang signifikan didaerah. Hal ini yarenjadikan Pemerintah Pusat
untuk berfikir dua kali dalam memberikan hak otomn&epada daerah.

Walaupun banyak dari daerah yang belum dapat naejah hak Otonomi
Daerah dengan baik, namun banyak dari daerah-dagealy mengajukan
permohonan untuk dimekarkan dari daerah induknya agenjadi Daerah Otonomi

Baru. Banyak dari daerah yang mengusung isu kdseg@m dalam memohonkan

%9 Djoko SudantokoDilema..... Op.cit.him. 33.
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pemekaran. Pemekaran daerah merupakan bentuk Kaebijgang diambil untuk
dapat mensejahterakan masyarakat, namun dilihekelayataannya beberapa daerah
pemekaran belum memberikan perubahan yang berarti.
Kebijakan pemekaran daerah ini sudah tertuang dpksal 4 ayat (3) UU
No. 32/2004, yaitu berbunyi Pembentukan daerah tdapaupa penggabungan
beberapa daerah atau bagian daerah yang bersamdit@ya pemekaran dari satu
daerah menjadi dua daerah atau lebih. Ayat ini el@skan bahwa pembentukan
daerah bukan hanya pemekaran daerah saja melap#@ggabungan beberapan
daerah atau bagian daerah yang bersandingan.
Lebih lanjut Pasal 5 ayat (1) UU No 32/2004 menykdnu persyaratan-
persyaratan tentang pembentukan daerah. PasalolB82/2004 menyebutkan:
(1) Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dasah £ harus memenuhi
syarat administratif, teknis, dan fisik kewilagah
(1) Syarat administratif sebagaimana dimaksud agd (1) untuk provinsi
meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota Blapati/Walikota
yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi, pejsatuDPRD provinsi
induk dan Gubernur, serta rekomendasi Menteri D&ageri.
(3) Syarat administratif sebagaimana dimaksud padeat (1) untuk
kabupaten/kota meliputi adanya persetujuan DPRDupaten/kota dan
Bupati/Walikota yang bersangkutan, persetujuan DPRI@vinsi dan

Gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.
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(4) Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayaméliputi faktor yang
menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakupr fakimampuan
ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosiatilpokependudukan, luas
daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yaegnungkinkan
terselenggaranya Otonomi Daerah.

(5) Syarat fisik sebagaimana dimaksud pada ayam@iputi paling sedikit 5
(lima) kabupaten/kota untuk pembentukan provinan galing sedikit 5
(lima) kecamatan untuk pembentukan kabupaten, d@mat) kecamatan
untuk pembentukan kota, lokasi calon ibukota, sgratan prasarana
pemerintahan.

Dalam pasal 5 ini sudah mencakup semua persyadaanpembentukan
daerah, baik penggabungan ataupun pemekaran dakem@un yang sering dijumpai
pada akhir-akhir ini adalah berkaitan dengan k&bijgpemekaran daerah. Instrument
inilah yang sering dijumpai pada dekade terakhir karena melihat banyaknya
manfaat dari pemekaran daerah ini, menjadikan Hadyarkeinginan untuk
memisahkan diri dari daerah induknya.

Dari data yang ada hingga bulan Desember tahun, 28@& terbentuk 215
daerah otonom baru yang terdiri dari 7 provinsi3 Kabupaten, dan 35 kota.
Sehingga jika dijumlahkan dengan daerah yang sadahmaka jumlah keseluruhan

daerah otonom mencapai 524 daaerah. Perincianjuatah tersebut adalah 33
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provinsi, 398 kabupaten, dan 93 kd&taAngka tersebut menunjukkan bahwa
pemekaran daerah di Negara ini sudah terlampauakamerbeda halnya dengan
pemekaran daerah pada masa orde baru. Selang wakiarintahan orde baru
selama 32 tahun tersebut tidak menunjukkan adaegdentukan daerah baru yang
berjumlah besar.

Adanya kebijakan semacam ini tidak terlepas daiafpen adanya kemajuan
dan kemandirian daerah dari hasil pemekaran ddesabut. Beberapa daerah ingin
mengelola daerahnya dengan kemampuan sendiri tzampa ada banyak birokrasi
yang diperlukan, karena dengan adanya pemekaraahda®e, dapat memudahkan
birokrasi pemerintahan dan lebih mempermudah jamgkanstruksi dari Pemerintah
Daerah ke masyarakat.

Pemekaran daerah menjadi istrumen yang sangaingesdin menjadi alat
daerah untuk mendapatkan jatah dari pembagian emggeembangunan. Banyak
faktor-faktor dan hal-hal yang mempengaruhi adgmsmekaran daerah. Pemekaran
daerah yang ada saat ini sudah banyak menimbukalelpatan dikalangan eksekutif
dan legislatif. Perdebatan tersebut menyangkutigetdaknya suatu daerah dibentuk
dengan mengambil kebijakan pemekaran daerah. Béandan eksekutif, pemekaran
daerah perlu ditinjau ulang, apakah pemekaran daawatepat pada sasaran yang
dituju atau tidak. Karena banyak daerah pemekaedams ini yang mengalami
kegagalan dalam memanfaatakan Otonomi Daerah. @ghipemerintah sangat

selektif dalam memekarkan suatu daerah. Berbedaydali kalangan legislatif,

% Murtir JeddawiPro Kontra..... op.cithim. 95.
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badan ini beranggapan bahwa pemekaran daerah rkarupkeinginan dari
masyarakat setempat yang harus didefigeéBehingga apabila tidak mendegar
aspirasi rakyat, maka badan legislatif sebagai lWwakkyat tidak menjalankn
fungsinya dengan baik. Oleh karena itu, badan lEdidhharus mendengarkan suara
rakyat dan menjalankannya. RUU pemekaran daeraly gadang diperdebatkan
sekarang ini, sesungguhnya telah menjadi agendanbadislatif priode sebelumnya
(2004-2009), sehingga menjadi suatu kendala aptdid@ diperdebatkan dan tidak
ada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif.

Adanya perdebatan dalam menyikapi pemekaran daerahemang perlu
disikapi dengan bijak. Pemerintah Pusat sangatatidnhti dalam memberikan hak
otonomi kepada daerah hasil pemekaran, karena aheldri kinerja daerah hasil
pemekaran yang belum menunjukkan peningkatan yagmgfikan, sehingga perlu
ditinjau ulang adanya pemberian hak Otonomi Da@ratBanyak dari daerah yang
melakukan pemekaran tidak dapat untuk memberikamfaagabagi masyarakatnya.
Karena adanya pemekaran daerah merupakan suatmtikgpe politik dari elit-elit
lokal yang ada di daerdh.Kepentingan politik semacam ini hanya memberikan
keuntungan pada pihak-pihak tertentu yang berbagreéialik dengan kesejahteraan
masayarakat.

Dalam perkembangan selanjutnya, adanya pemekaraarata akan

mengakibatkan kerugian bagi negara pada umumnyaddarah pada khususnya.

41| aporan Utama dalam Warta BPK, edisi 4 vol. IIfiNp012, him. 17.
42 Hasan Bisri, Aspek Politik Pemekaran Daerah Sangat Kenth#sil wawancara pada
Warta BPK, edisi 4 vol. Il, April 2012, him. 18.
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Karena hal-hal yang dituju untuk kesejahteraan yaas#tat tidak dapat tercapai yang
ada hanyalah kerugian yang menghabiskan dana pasajuga daerah. Sehingga
bukanlah suatu perbaikan yang dicapai melainkanskd#&an. Oleh sebab itu, dalam
memberikan kebijakan pemekaran daerah ini, perfoliw up apakah daerah
pemekaran akan berdampak positif setelah pemektaarsebaliknya.

Hal-hal semacam ini yang harus menjadi perhatianefietah Pusat dalam
membentuk suatu daerah pemekaran, karena dengayeadi@erah pemekaran baru,
bukan hanya berimplikasi pada tataran lokal (mas&gh dan pemerintahannya),
melainkan dapat pula berimplikasi pada tatararonasi

Tidak dapat dipungkiri, bahwa daerah-daerah yangenagkan hak otonomi
banyak yang mengalami kegagalan. Ini membuktikamvbatidak semua daerah
dapat memanfaatkan adanya sistem Otonomi Daerarabaaerah tersebut masih
mengandalkan pendanaan dari Pemerintah Pusadme atau pemasukan yang
diterima daerah tersebut tidak mencukupi untuk mayab semua pembiayaan yang
ada di daerah. Beberapa daerah mengalami nasib sam@ yaitu tidak dapat
berkembang. Adanya daerah semacam ini menjadikarallayang ada pada masa
reformasi sama buruknya dengan daerah yang adanpaskaorde baru. Bahkan jauh
lebih buruk dari daerah pada masa orde baru. O#dfabs itu perlu dilakukan
peninjauan ulang mengenai daerah pemekaran.

Akhir-akhir ini, Pemerintah Pusat sudah mencanamgikanya grand design
dari seluruh daerah yang ada di Indonesia. Haldiperlukan karena melihat

banyaknya daerah pemekaran yang muncul tidak daggtgakomodir aspirasi

32



masyarakat. Daerah-daerah dari hasil pemekaranakapgng gagal dan selalu
membawa dampak negatif dalam kehidupan bernegagalé® bentuk peraturan
perundang-undangan yang ada di daerah banyak yateptangan dengan peraturan
di atasnya, bahkan melanggar kaidah huktim.

Selain itu, pemekaran daerah juga dapat menjaddaasrah kewalahan
dengan menerima kewenangan yang sangat luas. ksagan daerah dalam
menjalankan Otonomi Daerah ini terlihat dari daeyahg tidak dapat memberikan
perubahan yang berarti bahkan justru menimbulkasatah baru dalam daerah
tesebut. Pelayanan masyarakat seperti yang dickaamdkan lebih mudah aksesnya,
ternyata jauh dari harapan. Masyarakat justru lehilsah dalam mendapatkan
pelayanan publik ini. Bahkan dalam alokasi anggeaakan menjadi lebih besar,
karena pembagian alokasi anggaran ini ditentukardalsarkan daerah-daerah
otonom. Selain itu berpengaruh juga pada anggaean &truktur kepemimpinan
teritorial seperti TNI dan kepolisian F.

Oleh karena itu perlunya suatu evaluasi dalam necarekan suatu
pemekaran di daerah. Efektifitas suatu kegiatam gErencanaan suatu program
merupakan hal yang harus diperhatikan. Mengingajiaken atau perencanaan
tersebut melibatkan masyarakat banyak, maka kékafieksuatu program harus
diutamakan. Keefektifan suatu program akan terldeai respon masyarakat yang

mengikuti dan mengalami program tersebut. Apabikdimat keefektifan program

3 http://news.detik.com/read/, 29 Novmber 2012, 47.4
44 Laporan Utama pada Warta BPK, edisi 4 vol. Il,iAp®12, him. 8.
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atau perencanaan pemekaran daerah ini, maka pinat dagaimana perkembangan
daerah yang dimekarkan tersebut. Jika sudah merteaget yang telah dicanangkan
maka daerah tersebut dapat dikatakan berhasil dalanjalakan Otonomi Daerah
ini. Sedangkan daerah yang gagal adalah daerah tidag memperlihatkan
kemajuan signifikan setelah diberi hak Otonomi [Rherdan bahkan justru
menimbulkan masalah yang baru di daerah.

4. Keadlian pendlitian

Sejauh penelusuran penulis, penelitian mengenaekaran daerah belum
banyak dilakukan. Dari literatur yang dibaca pesulpenelitian yang pernah
dilakukan adalah penelitan LIPI tentang Implikd3mekaran Daerah Terhadap
Kesejahteraan Masyarakat. Dalam penelitian ini, mengungkapkan implikasi
Pemekaran Daerah terhadap kesejahteraan masya¥alad. lebih diprioritaskan
adalah dari segi ekonomi, yakni mengenai kesejahitemasyarakat.

Selain penelitian yang dilakukan oleh LIPI, adappkmeriksaan yang
dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuanda®adan ini memeriksa mengenai
kinerja daerah pemekaran. Dari hasil pemeriksaal BIP menemukan beberapa
temuan, yang dikelompokkan pada aspek pemenuham mnassisi Pemerintah

Daerah baru, pencapaian kinerja daerah pemekaram, késerasian hubungan

> Hasil Penelitian LIPI, mengenai Implikasi Pemekebserah Terhadap Kesejahteraan
Masyarakat.

“8Laporan Utama,Pemeriksaan BPK Atas Kinerja Daerah Pemekarasda Warta BPK,
edisi 4 vol. Il, April 2012, him. 10
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Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam pemeriksaabtgrada beberapa daerah yang
dijadikan sampel (uji petik) untuk diperiksa.

Sedangkan dari literatur, belum terlalu banyak pyeng membahas
mengenai keefektifan suatu daerah pemekaran, teautialam bidang pendidikan.
Beberapa buku yang sudah ada adalah tentang PreraK&emekaran Daerah
(Analisis Empiris), yang ditulis oleh Murtir Jeddavidalam buku tersebut banyak
mengungkpkan mengenai hal perlunya suatu Negarabsrgok pemerintahan
daerah dan juga dampak positif dari pemekaran wuiga gampak negatifnya. Selain
itu, dalam buku ini juga memaparkan mengenai dagasly dimekarkan mulai saat
reformasi sampai dengan setelah reformasi. Namiummmbenembahas bagaimana
keefektifan dari setiap daerah yang dimekarkarbtdse

Literatur yang lain yaitu buku Hukum Tata Negarddnesia yang ditulis
oleh Ni'matul Huda. Dalam buku ini membahas mengé&etatanegaraan yang ada
di Indonesia. Sedangkan mengenai pemerintahan ldadrahas pada bab terakhir
dari buku ini. Mengenai pemerintahan daerah hangmlpahas dasar-dasar Otonomi
Daerah, sistem pemerintahan di daerah dan juga enangdaerah istimewa.
Sedangkan mengenai efektifitas pemekaran daeramdaidang pendidikan belum
dibahas secara lengkap.

Ada pula buku yang berjudul Dilema Otonomi Daeramg/ di tuls oleh
Djoko Sudantoko. Dalam buku ini, banyak membahasigaeai hal-hal yang
berkaitan dengan pemerintahan di Provinsi Jawa afeni dalam buku ini banyak

mengakaji tentang kebijakan-kebijakan yang diaml#h pemerintah Jawa Tengah
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yang dipandang dari sudut ekonomi. Buku ini dileaglkpula dengan kumpulan dari
makalah-makalah yang pernah dipaparkan oleh pepadia seminar-seminar tentang
pemerintahan daerah. Sedangkan mengenai pemekaarahd belum banyak

dipaparkan dalam buku ini.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian yanguldiaj oleh penulis
berbeda dengan tulisan-tulisan ataupun penelit@relgian yang ada sebelumnya.
Karena dalam penelitian ini membahas bagaimanaififek otonomi daerah dalam
bidang pendidikan di daerah pemekaran dengan mdmniga@mpat penelitian di
Kabupaten Sumbawa Barat yang merupakan Daerah @id&ru hasil pemekaran

dari Daerah Induk Kabupaten Sumbawa.

E. Metode Penelitian
1. Obyek Pendlitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empirenghn fokus kajian
sebagai berikut:
1. Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah da&atupaten Sumbawa
Barat dalam memajukan sektor pendidikan.
2. Efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah dalagarty pendidikan di
Kabupaten Sumbawa Barat setelah pemekaran.

2. Sumber Data
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Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalaitadarimer yang
didapatkan dari hasil wawancara penulis dengan Fetade Daerah dan/atau dengan
warga Kabupaten Sumbawa Barat.

Selain itu penulis juga membutuhkan data sekunégyberupa bahan-
bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifahgikat yang
terdiri dari :

1) Undang-Undang Dasar 1945.

2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemb&ntBaerah.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007.

4) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkadangan
penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang mepguielas atau
memberi keterangan terhadap bahan hukum primearBeokum Sekunder
ini terdiri dari buku-buku literatur, hasil pen@mn dan karya ilmiah lainnya
yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum pelengkapg y@emberikan
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahanrhsekunder, yang
terdiri dari :

1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
2) Kamus Istilah Hukum;

3) Ensiklopedia.
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3. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukangdencara wawancara
dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dandeggan warga setempat.
Selain itu, dapat pula mengumpulkan data dari dilaas terkait untuk melengkapi
data-data yang dibutuhkan. Selain pengumpulandiatgan wawancara, penulis juga
akan mengumpulkan data dari peraturan perundangAgaa, literatur dan bahan-

bahan lain agar dapat menganalisis permasalah@auléaik.

4. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekgtantama pendekatan
sosiologis, yaitu menganalisis permasalahan yamlgdisksuaikan dengan karakter
dan bentuk susunan masyarakat yang ada di daerah h@rsangkutanKeduag
pendekatan yuridis-normatifstatue approach) yaitu menganalisis permasalahan
dalam penelitian ini dari sudut pandang atau menketentuan hukum/perundang-
undangan yang berlaketiga pendekatan historikystorical approac) dilakukan
untuk menelusuri sejarah ataupun latar belakangadapemekaran Kabupaten

Sumbawa Barat.

5. Analisis Data
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Metode analisis data yang dipergunakan dalam pemeliini adalah
kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penaliti disajikan dan diolah secara
kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Data yang diperoleh dari penelitian diklasifikagsikesesuai dengan
permasalahan dalam penelitian;

b. Hasil klasifikasi data selanjutnya akan disisteszsikan;

c. Data yang telah disistematisasikan kemudian digisaintuk dijadikan dasar

dalam pengambilan kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Peneilitian ini akan dibagi ke dalam beberapa batuku mempermudah
pembahasan. Oleh karena itu, penelitian ini disudengan sistematika sebagai
berikut:

Bab | akan membahas Pendahuluan, terdiri dari la¢dekang masalah,
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian yaegipakan arah penelitian
yang dilakukan, tinjauan pustaka, metode peneldamsistematika penulisan.

Bab Il membahas secara umum mengenai bentuk negiaragmi daerah
dan penyelenggaraan otonomi daerah dalam bidardjddleamn. Dalam bab ini berisi
uraian teoritis dan konseptual tentang bentuk megatonomi daerah dan
penyelenggaraan otonomi daerah dalam bidang pé&adidi

Bab Il menganalisis dan membahas uraian dari data yandaaddijadikan

jawaban atas rumusan masalah.
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Bab IV merupakan bab penutup, berisi kesimpulan g@gambahasan tentang
rumusan masalah yang diajukan dengan dilengkaphssebagai bahan rekomendasi dari

hasil penelitian.
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